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BAB  V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data hasil temuan yang dianalisis oleh penulis, maka dapat 
diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebagai 
berikut: 
1. Implementasi PKH Lansia Terhadap Pemenuhan Hak Sosial Warga Lansia 
Miskin di Kecamatan Jebres 
           Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi PKH Lansia di Kecamatan 
Jebres kota Surakarta dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: 
a. Penetapan peserta PKH (Targetting): pada tahap ini akan ditentukan warga 
lansia mana yang berhak menerima bantuan sosial PKH Lansia.  
b. Sosialisasi: pada tahap ini lansia calon penerima bantuan PKH 
dikumpulkan di kecamatan untuk disosialisasikan mengenai hal teknis 
pelaksanaan PKH. 
c. Pemberian Bantuan: pada tahap ini, lansia yang menjadi sasaran program 
PKH berhak mendapatkan bantuan sosial sebagai instrumen 
penanggulangan kemiskinan dan sarana untuk meningkatkan taraf 
kesejahteraan sosial.  
d. Pertemuan Kelompok/ FDS: pada tahap ini, lansia penerima PKH wajib 
mengikuti pertemuan kelompok.  
e. Pendampingan: pada tahap ini dalam pelaksanaan PKH, para peserta PKH 
juga mendapatkan fasilitas pendampingan dari tim pendamping PKH.  
f.  Verifikasi Komitmen: Pada tahap ini pendamping PKH melakukan 
verifikasi komitmen para peserta PKH dalam melaksanakan kewajibannya.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi PKH Lansia di Kecamatan 
Jebres 
Program Keluarga Harapan Lansia di Kecamatan Jebres sudah berjalan dan 
dipengaruhi beberapa faktor berikut ini: 
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Faktor pendukung: 
a. Sumber Daya: Sumber daya dalam peaaksanaan PKH Lansia di 
Kecamatan Jebres meliputi: SDM, Fasilitas, dan finansial. 
b. Dukungan Publik: Para lansia penerima PKH mendukung program ini 
dikarenakan dengan adanya program PKH lansia dapat membantu 
meringankan beban perekonomian  mereka dan mengangkat perekonomian 
keluarga.   
c. Karakteristik Agen Pelaksana: Agen pelaksana PKH lansia di Kecamatan 
Jebres meliputi UPPKH Kota, pendamping kecamatan, posyandu lansia, 
puskesmas, serta E-Warung PKH. 
Faktor Penghambat: 
d. Faktor Komunikasi: Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan PKH 
Lansia di Kecamatan Jebres sudah berjalan, namun masih terbatas pada 
penerima bantuan, sementara masyarakat miskin non penerima PKH tidak 
mendapatkan sosialisasi, sehingga jika masih ada warga miskin yang 
belum menerima PKH tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk 
mendapatkan bantuan sebab data penerima PKH adalah wewenang pusat. 
e. Standard dan sasaran kebijakan: Implementasi PKH Lansia di Kecamatan 
Jebres sudah memiliki standard dan tujuan yang jelas. Sasaran utama 
penerima PKH Lansia adalah lansia yang masuk kategori Keluarga Sangat 
Miskin dan berusia 70 tahun. Namun di Kota Surakarta sendiri data 
kemiskinan masih belum tersinkronisasi antara data kemiskinan pusat 
dengan daerah. 
f. Disposisi: Dari segi sistem pengaduan masyarakat sikap pelaksana untuk 
mengatasi persoalan masih rendah, masalah yang sering muncul di lapanan 
adalah masih banyaknya warga yang protes karena tidak terdata sebagai 
penerima PKH, namun dari pendamping sendiri tidak bisa berbuat banyak 
sebab data penerima PKH adalah wewenang pusat. 
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B. IMPLIKASI 
Berdasarkan kesimpulan yang disajikan di atas, maka implikasi yang 
ditimbulkan dari implementasi PKH Lansia Terhadap Pemenuhan Hak Sosial 
Warga Lansia Miskin di Kecaamatan Jebres, Kota Surakarta antara lain: 
1.  Implikasi Teoritis: Implementasi Program Keluarga Harapan Lansia terhadap 
pemenuhan hak sosial warga lansia miskin di Kecamatan Jebres kota 
Surakarta sudah berjalan sehingga dapat memenuhi hak sosial warga lansia, 
seperti: hak memperoleh kesejahteraan sosial berupa layanan kesehatan, 
bantuan pangan, serta bantuan uang tunai. 
2.  Implikasi Prakatis: Implementasi PKH Lansia menjadikan warga lansia miskin 
mengetahui apa yang menjadi haknya yang memang seharusnya dilindungi 
negara, selain itu, warga lansia diajak untuk ikut berpartisipasi dalam 
meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya melalui berbagai program, seperti: 
posyandu lansia, pemeriksaan gratis di puskesmas, serta kegiatan FDS 
 
C. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dipaparkan di atas, maka 
penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 
1.   Bagi Pemerintah Pusat dan daerah agar segera membuat sebuah sistem data 
kemiskinan yang sinkron sehingga PKH dapat berjalan efektif  
2.   Bagi Pemkot Surakarta agar membentuk Perda Lansia sebab menurut UU No. 
23 Tahun 2014 penanganan kesejahteraaan lansia adalah tugas pemerintah 
daerah.  
3.   Bagi pendamping PKH untuk lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan 
pihak-pihak lain seperti posyandu lansia, puskesmas, serta E-Warung dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan sosial warga lansia 
4.   Bagi warga lansia penerima bantuan PKH untuk lebih sadar lagi dalam 
menjaga kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia, 
seperti: posyandu dan puskesmas.  
 
